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PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
,

PER_A.. Tl1RAN DAER_AH KABlTP A TEN SmOARJO

NOMOR 24 T AHLTN 2001

TE1"IT .A:NG

RETRIBUSI TE11P4'\T REY,.RE.'\SIDA..~ OL.'\H R..'\G.'\

DENGAN RAHIvlAT Th"'HAN YANG lvlAHA ESA
\

BUPATI SmOARJO

~- Menimbang : a. Hahwa dengan ditetapkannya Undang~Undang Nomor 34 'I'ahun 2000 tentang
Perubahan .-\tas Undang~Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
clan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkai n
Sidoarjo Nomar 15 T3hun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah
Raga perlu dis~suaikan ;

b. Bahwa untuk me1ak.~anakan penyesuaian sebagairnana dimaksud huruf a, perlu
mengah!r kembali Retribusi T,empat R_ekIeasi dan Olah Raga yang ditetapkan
dengan Peraturan Daera11.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pernbentukan Daet'ah-daerah
Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa 'I'imur Juncto
Undang~Undang 1"Iomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan batas \Vilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkai n Surabaya (Lernbaran Negara Tahun
1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2. Undang~Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang~Undang Hukum
(, Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76 Tambahan Lembaran'"_l Negara Nomor 3209) ; "-

3. Undang~Uundang Nomar 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan R_etribusi
Daerah (Lt:rnbaran N~gara Tahun 1997 l~omor 41 Tambahan, Lt:rnbaran
Negara Nomor 3685) ; sebagairnana telah diubah dengan Undang~undang
Nomor 34 T ahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik hldonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tarnbahan Lembaran Negara
Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 22 'I'ahun 1999 tentang Pemerintahan Vaerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 1"Iomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839) ;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perirnbangan Keuangan antara
Pemeri.ntah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 T ahun 2000 ientang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Pro~insi sebagai Daerah Otonom (L.ernbaran Negara Tahun
2000, Nomor 54 Tambahan Lt:rnbaran l~~gara l~omor 3952) ; .
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7. Reraturan Pernerinrnh Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 :r...romor 119, Tambahan Lembaran NegaI"a
Nomor 4139).

Dengan persetujuan
DEWAN PERW AKlLAl'~ RAKY AT DAERAH KABUP ATEN smOARJO

.ME1\ruTUSY~t\...~ :

M~t:lapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SmOARJO TE~'TA1"'J"G RETRIBUSI
TEMP AT REKREAST ~AN OJ ,AH RAGA.

B ..'\ B I
\ KETENTUAN UMU"M

Pasal 1

Dalam Pet'atut'an Daet'ah uti, yang ditliaksud dengatl :

1. Daerai1, adalah Kabupaten Sidoarjo ;

2. Pcmcrintah Dacrai1, adalah Pcmcrintah Kabupatcn Sidoarjo ;

3. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Penvakilim Ral..ryat Daerah

Kabupaten Sidoatjo ;

5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoatjo ;

6. Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda daD Olah Raga adalab Dinas Pariwisata
Kebudayaan, Pemuda dan Olah F_aga Kabupaten Sidoarjo ;

7, Kas Daerahj adalah Kas Daerah KablJpaten Sidoarjo ;

R. Rendaharawan Kh1L~U!; Penerima untuk !;e1anjutnya d1!;ingkat RKP, ada1ah
Bendaharawan KllUSUS Penerllna pada KaIrtor Dlllas Perldapatan Kabupaten

Sidoarjo ;

9. Bendaharawan Khusus Penerima Pembantu adalah Bendaharawan Khusus
Penerlma Pembantu pada Y...antor Diru1s Pariwisata f~ebudayaan, Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Sidoatjo ;

10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. R_etribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribus~ adalah pungutan Daerah
s~bagai p~mbayaran alas jasa alau p~mberian ilin i~ri~rnu yang khusus
disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan ;

12. Tempat Rekreasi dan OIall p~ adalah tempat rekreas~ pari\~v'isata dan olah
raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;

13. Badan adalah sekumpulan orang daniatau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakuY..an usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditerj perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, filma,
kongsi, koperas~ datla petlSiwl, persek-utuail, pet'kwnpulatl, yayasan, Ol'galUsasi
MasSa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk
usaha tctap, dan bcntuk badan lainnya ;
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14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasamya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta ;

15. Kolam Renang adalah kolam yang dipergunakan sebagai tempat berenang,
tennasuk didalaIn-flya bangunan, taman dan fasilitas-fasilitas lain yang
disediakan untuk umum yang dik-uasai Pemerintah Daerah ;

16. Gelanggang Olah Raga adalah suatu kawasan yang memiliki fasilitas untuk
.olah raga, kesenian dan kegiatan lainnya yang dikuasai Pemerintah Daerah ;

17. Lapangan Volley adalah lapangan terbuka untuk volley pamai yang dikuasai
oleh Pemerintah Daerah ;

18. Lapangan Tenis adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk bermain olah
raga tenis yang disediakan untuk umum yang dikuasai oleh Pernerintah
Daerah;

19. Stadion adalah lapangan yang dilengkapi bangunan, alat-alat perlengk.apan,
halaman dap lain sebagainya yang terrnasuk ill dalam Iingkungan sudion
Gelora Delta maupun Stadion lain yang terletak di Sidoatjo yang dikuasai oleh
Pemerintah Daerah ;

20. Gedung Serba Guna adalah keseluruhan bangunan yang diberi nama "Gedung
) Serba Guna" tennasuk halaman clan segala perlengkapan yang disediakan

didalamnya yang dikuasai Pernerintah Daerah ;
21. Gedung Wanita adalah keselw-uhan bangunan yang diberi nama " Gedung

Wanita " tennasuk halaman dan segala perlengkapan yang di')ediakan

didalamnya yang dikuasai Pemerintah Daerah ;

22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang
oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran
Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang
ditetapkan oleh Bupati ;

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat
ketetapan Retribusi yang menentukan besamya pokok Retribusi ;

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB,
adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jurnlah kelebihan
pembayaran Retribusi karena jurnlah kredit Retribusi lebih besar daripada
Retribu..~i yang terutang atau tidak seharu..qnya terutang ;

~ 25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk
melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga
dan! atau denda.

BAB n
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Dlah Raga dipungut retribusi atas
pelayanan/pemanfaatan '}'empat Rekreasi dan Olah Raga yang (limiliki dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah fasilitas tempat rekreasi dan olah raga yang dimiliki
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
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Pasal 4

(1) S\Jbjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan
pelayanan/pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga ;

(2) Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan
pelayanan/pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga dan/atau yang diwajibkan
untuk membayar retribusi.

..BAB ill
\ GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

,
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA :MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, tempat, jangka waktu dan
waktu pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga.

BAB V
PRINSIP DALAM PENET AP AN STRUKTUR

DAN BESARNY A T ARIF

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan struktur dan besamya tarif retribusi berdasarkan tujuan
unnJk memperoleh keuntungan yang iayak sebagai pengganti biaya adrninistra.~~"" 
biaya investas~ biaya pemeliharaan/perawatan, biaya kebersihan dan biaya-pengelolaan 

tempat rekreasi dan olah raga.

BAB VI
STRUKruR DAN BESARNY A T ARIF

Pasal 8

Struktur dan besamya tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana
dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB vn
SAA T RETRIBUSI TERUT ANG

Pasal 9

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan.



5-
BAB vm

Wll-A Y AH PEMUNGUT AN

Pasal 10

Retribusi T etnpat Rekreasi dan Olah Raga dipungut di wilayah Kabupaten Sidoaljo.

BAB IX
T AT A CARA PEMUNGUT AN

\ Pasal 11

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang

dipersamakan ;,
(2) Hasil pWlgUtan retribusi sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara

bruto ke Kas Daerah danlatau melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan.

,
BAB X

SANKSI ADIvlINIS TRASI

Pa.~a1 12

Dalam hat wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan
daTi besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagili dengan
men&,CTWlakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XI
TAT A CARA PEI\ImAYARAN

Pasal 13

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

(3) T ata cara pembayaran, penyetoran, tempat. pembayaran retribusi diatur oleh

Bupati.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEI\ImEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ;

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
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(3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh

Bupati.

BAB xm
.TATACARAPENAGlliAN

Pa.~al 15

(1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD,
Sural Keputusan Pembetutan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding
yang tidak atau k;urang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih
dengan Sural Paksa ;

(2) Penagihan retribusi dengan surat paba dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-uhdangan yang berlaku.

B AB XIV
\ TAT A CARA PENGEMBALIAN KELEBllIAN

PEMBA Y ARAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati
untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;

(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimabud dalam ayat (1) atas kelebihan
pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan
utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati ;

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berhak atas
pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi

selanjutnya." 

Pasal 17
)

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah
dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diterbitkan
SKRrn.R paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ;

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud da1am ayat (1)
dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 ( dua) bulan sejak

diterbit.1<an SKRDLB ;

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran reribusi dilakukan setelah lewat waktu 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. Kepala Daerah memberikan
imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan retribusi.

Pasal 18

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilakukan dengan
menerbitkan Sural Perintah membayar kelebihan retribusi ;
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(2) Atas perpjp.mgan sebagaimana m.Tllat..sud dalam pasal 17 diterbitkan bukti
pemindahan bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV
.KADALUW ARSA

Pasal 19

(1) PenaW-l13-tl Retribus~ kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga)
t3hun sejak saat terutangnya retribus~ kecuali apabila Wajib Retribusi
melakukan tindak ~dana dibidang retribusi ;

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tertangguh apabila :

"

a. Diterbitkan Smat Teguran dan Surat Paksa at3u ;

b. Ada pel)gakuan utang Retribusi daTi Wajib Retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.

BAB XVI
TAT A CARA PENGHAPUSAN PllJf ANG RETRIBUSI

YANG KADALlJW ARSA

Pasal 20

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin dit3gih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus ;

(2) Bupati menetapkan Keputtlsan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang
sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

B AB xvn
PENGAWASAN

Pasal 21

Bl!pati menunjuk Pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB xvm
KETENfUAN PIDANA

Pasal 22

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat
diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan at3u dengan
setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terhutang ;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
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B AB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 23

(1) Pejabaf Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan pen)idikan tindak pidana
di bidang Retribusi Daerah ;

(2) Wewenang pen)idik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a. Menerim~ mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan ~ dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

b. Meneliti, mencari daD mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

c. Meminta keterangan daD bahan bukti daTi orang pribadi atau badan
sehub\mgan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;'> 

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan,
pencata.tan daD dokumen-dokumen serta. melakukan penyiwn terhadap
barang bukti tersebut ;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;

g. Menyuruh berhent~ melarang seseorang meninggalkan ruangan ata-u
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung daD memeriksa
identitas orang dan/ atau dok-umen yang dibawa sebagaimana dimaksud
dalam huruf e ;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah ;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya daD diperiksa sebagai
"> tersangka atau saksi ;-

j. Menghentikan penyidikan ;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggungj awabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya.
pen)idikan daD menyampaikan basil pen)idikannya kepada Penuntut Umum,
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B AB XX
KE TE NTU AN P E NUrnP

Pasal 24

Dengan berlakunya PerauJran Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat n Sidoarjo Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi
daD Olah Raga dinyatakan dicabut daD tidak berlaku lagi.
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Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepan.iang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebm lanjut oleh Bupati.

Pasal 26.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoatjo.

\

Ditetapkan di SID 0 A R J 0
pada tanggal 21 Nopember 2001

\

~~~;~S---
.~

H. WIN HENDRARSO

fCC"'"""",.",,",,,.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO PADA TANGGAL 22

NOPEMBER 2001 NOMOR 11 TAHUN 2001 SERI B.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J 0

D ~_e.-,=e..!j
Pembina Utama Muda

/ NIP 510027150

.
~,~ ~-- ~ -~
"'1'";,,,,,5;'.,..'.,. ~--
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LAMPlRAN PER A ruRAN DAERAH KABUP A TEN SllOARJO

" , NOMOR :.1.4 TAHUN 2001

~, TANGGAL: 21 NOPE:MBER 2001

STRUKTUR DAN BESAR!'II~ A T ARIF,, RETRIB1TSI TEMP A T REKREASI DAN OLAH RAGA
.

A. Pemakaian Kolam Renang :

1. Untuk hari Senin sampai Jum'at (se;k-3li masuk)
Dewasa Rp 2.000,00
Anak-anal-: \ Rp 1.500,00

2. Untuk bari Sabtu, Minggu dan Hari Besar (sekali masuk)
Dewaga Rp 3.000,00
Anak-anak Rp 2.500,00

3. Untuk berlangganan per bulan (sekali masuk dalam sehari)
Dewasa Rp 55.000,00
Anak-anak Rp 42.000,00

4. UnllJk pertandingan (per jam) Rp 100.000,00
5. Untuk pertunjukkan atau kegiatan lainnya :

-Pagi han ( per jam) Rp 150.000,00
-Malam hari (per jam) : Rp.300.000,00

6. Untuk kios/stan (per m2/hari) Rp 200,00

B. Pemakaian Lapangan Volley Pantai :

1. Untuk ban Senin sampai Jum'at (per jam per lapangan)
Puku1 06.00 s,fd 18.00 Rp 2500,00
Puk-u118.00 sid 23.00 Rp 7.500,00

2. "( Jntuk han Sabtu, Minggu dan Ran Besar (per jam per lapangan)
Pukul 06.00 sid 18.00 Rp 3.500,00
Pukui 18.00 sid 23.00 Rp 10.000,00

3. LTntl.lk berlangganan bulanan (per .lam per lapangan)
FukuI 06.00 sid 18.00 Rp 2.000,00
~JkuI18,00 sid 23.00 Rp 6.000,00

4. Untuk pertandingan (per jam)
Fukui 06.00 sid 18.00 Rp 15.000,00
Pukul18.00 sid 23.00 Rp 45.000,00

5. Untuk pertun.iukkan atau kegiatan lainnya (per jam)
Pulrul 06.00 sid 18.00 Rp 30.000,00
Puku118.00 sId 23.00 Rp 60.000,00

6. LTntuk kios./stan (per m2./hari) Rp 200,00

C. Pemakaian Gedung Serba Guna :

1. UnvJk latil-u111 olah raga dan keseruan
a. Untuk han Senin sampai Jum'at (per jam)

Pt.lkul 06.00 sid 18.00 Rp 10.000,00
Puku118.00 sId 23.00 Rp 15.000,00

b. UnnJk hari SabnJ, Minggl.J daD Ha1J Besar (per jam)
Puku1 06.00 sid 18.00 Rp 15.000,00
Pt1k'ul18.00 sid 23.00 Rp 20.000,00
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c. Untuk ber1angganan bulanan (per jam)
FukuI 06.00 sid 18.00 Rp 5.000,00
Puk,W 18.00 sid 23.00 Rp 10.000,00

2. LTntuk pertandingan (per jam)
PukuI 06.00 sid 18.00 Rp 50.000,00
P\JkuI18,00 sid 23,00 Rp 150.000,00

3. Untuk pertunjukkan atau kegiatan lainnya (per jam)
Fukui 06.00 sid 18.00 Rp 75.000,00
Puku118.00 sid 23.00 Rp 175.000,00

D. Pemakaian Lapangan Tenis

1. Unttlk latihan
a. Untuk ltari Seniti sampai Jum' at (per jam per lapattgan)

Fukui 06.00 sid 18.00 .'. Rp 5.000,00
Puk-ul18.00 sid 23.00 Rp 10.000,00

b. Untuk bari Sabtu, Minggu dan Rari BeRar (per jam per

lapangan)
Pukui 06.00 sid 18!00 Rp 7.500,00
PukuI18.00 sid 23.00 Rp 15.000,00

c. Untuk berlangganan bul,anan (per jam per lapangan)
PtJk\U 06,00 sid 18.00 Rp 2.000,00
Puk-u118.00 sid 23.00 Rp 6.000,00

2. lTntuk pertandingan (per jam per lapangan)
Pul ul 06.00 sid 18.00 Rp 10.000,00
Pukui 18.00 sid 23.00 Rp 25.000,00

3. Aula Lapangan Tenis (per pemakaian)
Fukui 06.00 sid 14.00 Rp 300.000,00
Pukl1l18.00 sid 23.00 Rp 500.000,00

E. Pemakaian Stadion Jenggala:

1. Untuk latihan/pertandingan o1ah raga (per ban) Rp 250.000,00
2. Untuk pel1'Jnjul~an dan kegiatan lainnya (per hari) Rp 500.000,00

F. Pema¥.aian Stadion Gelar1! Delta :

1. lTnl1Jk latihan
a. Untuk hari Senin sampai Jum' at (per jam)

Puk1ll 06.00 sid 18.00 Rp 15.000,00
Puh'"U118.00 sid 23.00 Rp 50.000,00

b. Untuk bari Sabtu, Mmggu dan Hari Besar (per ,jam)
fukuI 06.00 s,/d 18.00 Rp 25.000,00
Fukui 18.00 sid 23.00 Rp 75.000,00

c. lTntuk langganan bulanan (per jam)
Fukui 06.00 sid 18.00 Rp 10.000,00
Puku118.00 sId 23.00 Rp 35.000,00

2. Untuk pcrtandingan (per pemakaian)
a. Amatir

Pul~u1 06.00 sid 18.00 Rp 750.000,00
Pukul18.00 sid 23.00 Rp 1.500.000,00

b. Profesional
PukuI 06.00 sid 18.00 Rp 1.000.000,00
PtLk\Jl18.00 sid 23.00 Rp 2.000.000,00

3. Untuk penggunaan fasilitas lintasan Iari (per jam) Rp 100.000,00
4. lTntuk pemmjukan dan kegiatan lainnya (per hari)

P'd1..ru1 06.00 sid 18.00 Rp 1.000.000,00
Pukul18.00 sid 23.00 Rp 2.500.000,00



5. Untul~ pen-..akaian Aula/Gedungi Atrium
Pq~ui 06.00 sid 18.00 Rp 500.000,00
Pukul18.00 sid 23.00 Rp 750000,00

6. Untuk pemakaian Ruang Pertemuan
P\!kul 06.00 sid 18.00 Rp 150.000,00
Puk"u118.00 sid 23.00 Rp 200.000,00

7. LTnhl.k kios/stan (per m2/hari) Rp 200,00.
G. Pemakaian Gedung Wanita

1. Untuk latillan olah raga dan kesenian
a. lTntuk han Sepjn sampai Jum' at (per jam)

Pukul 06.00 sid 18.00 Rp 7.500,00
Pukul18.00 sid 23.00\ Rp 15.000,00

b. Untuk hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar (per jam)
Pukul 06.00 ~/d 18.00 Rp 10.000,00
Pukul18.00 sid 23.00 Rp 17.500,00

c. Untuk berlangganad bulanan (per jam)
Pukul 06.00 sid 18.00 Rp 5.000,00
Pukul18.00 sid 23..°0 Rp 10.000,00

2. Untt!k perta.ndingan ~ner jam)
Puk-ul 06.00 sid 18.00 Rp 40.000,00
Pukull8.00 sid 23.00 Rp 150.000,00

3. Untuk pert'.mjukkan atau kegiatan lainnya (per jam)
Pukul 06.00 sid IH.OO Rp 500.000,00
Pukul18.00 sid 23.00 Rp 750.000,00

DiteUpkan di SID 0 A R J 0
pada tanggal 21 Nopember 2001

:-~;~~:::£' .

H. WIN HENDRARSO
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,,1j ~., ..PENJELASAl"\;r AT AS

"...PERA nJRAN DAERAH KABUP A TEN SmOARJO
NOMOR".it TAHUN 2001

TE}ff .I\NG

RETRIBUSI TE~ AT REKREASI DAN OL.A.H RAGA.

I. Penjelasan Umum

Bahwa sebagai tindak lan.iut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Peme11ntahan Daerah clan Undang-undaiig Nomor 25 Tallun 1999 tentang Perimbap.gan Keuangan
Antara Pusat dan Daerah Berta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonoffi; dalam rangka memantapkan
petlyeletlggaraatl Ototlonu Daei'all yallg luas, tlyata datl bei1anggutlgjawab, f[taka Utltuk llietldukultg,
penyelenggaraan Pemerintahan dati pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dati
Pcndapatan Asli Dacrah khususnya yang bcrasal dati Rctribusi Dacrah, pcrlu ditctapkan Rctribusi
'l'empat Rekreasi dan Olah Raga ill Kabupaten Sidoatjo dengan Peraturan Uaerah.

II. Penjelasan pasal dewi pasal

PaRa1 1 Rid 1 R : Cukup .Te1a!\
Pasal19 ayat (1) : Saat kadaluwarsa penagilian retribusi ini perlu

ditetapkan Wltuk memberikan kepastian hukurn kapan
utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa,
l~edaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
penyampaian Surat Paksa tersebut.

ayat (2) htmJf b : .Y ang dimak.~ud dengan pengak\mn utang retrib\L~i
secara latlgsung adalali. Wajib Ret1'ibusi dellgatl
kesadarannya menyatakan rnasih mempunyai utang
rctribusi dan bclum mclunasinya kcpada
Pemerintah Uaerah.

.Y ang dirnal~ud dengan pengakuan utang secara
tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara
nyata-nyata langsWlg menyatakan bahwa ia
mt:ngakui uiang rt:lribusi kt:paua Pt:mt:riniah
J)aerah. Contoh :
-Wajib Retribusi mengajukan permohonan

angsuran/penWldaan pembayaran.
~ \\1 ajib Retribusi mengajukan peInlohonan

keberatan.
Pasal 20 sid 26 : Cukup Jelas.


